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PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional dan jajarannya berkomitmen untuk

meningkatkan fungsi pengawasan intern di Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas, fungsi, tanggung

jawab dan kewenangan Inspektorat Utama secara

kompeten, independen, objektif, dan dapat

dipertanggungjawabkan, perlu diatur mengenai Piagam

Pengawasan Intern di Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional,
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian
Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengawasan di Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
738);



Menetapkan
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6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi dalam rangka memberikan keyakinan bahwa
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk



2017, No.1572

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia adalah
kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan
kegiatan pengawasan intern yang wajib dipedomani oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Inspektorat Utama sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun
2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.

Piagam Pengawasan Intern Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Piagam
Pengawasan Intern adalah dokumen formal yang
menyatakan visi, misi, tujuan, kewenangan, kedudukan
dan tanggung jawab Inspektorat Utama Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan
penegasan komitmen dari Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan para pemangku kepentingan
terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas
penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik adalah proses
identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang
dilakukan secara independen, obyektif, profesional,
berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan
keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah dengan berbasis data elektronik.
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6. Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas
adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional.

7. Menteri Perencanaan Pembangunan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan nasional.

8. Pemantauan dan Evaluasi adalah pemantauan dan
evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan di

Kementerian PPN /Bappenas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk
memberikan panduan kepada Inspektorat Utama dalam

menyusun Piagam Pengawasan Intern.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini agar Piagam
Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien oleh seluruh

pemangku kepentingan di Kementerian PPN /Bappenas.

BAB III
CAKUPAN DAN BENTUK PIAGAM PENGAWASAN INTERN

Pasal 4
Piagam Pengawasan Intern terdiri atas:
a. Piagam Pengawasan Intern; dan

b. Penjelasan Piagam Pengawasan Intern.



